S

WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR /14  TAHUN 2014

TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Menimbang

a.

KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKANBARU,

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
diperlukan rencana pembangunan Ilima tahun yang
menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan
kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, aspirasi
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008, perlu menyusun Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2012-2014 yang merupakan perwujudan visi, misi
dan Program Walikota dan Wakil Walikota yang memuat
kebijakan penyelenggaraan Pembangunan;

bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur SKPD
sehingga terjadinya penyesuaian terhadap SKPD penanggung
jawab dari pelaksanaan Program dan Kegiatan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah pasal 285 bahwa dalam hal
pelaksanaan RPJP dan RPJMD terjadi perubahan sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran
akhir pembangunan jangka panjang dn menengah,
penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah;



Mengingat

e. bahwa berdasarkan pertimban
pada huruf

menetapkan
Pembangunan Jangka Menengah Daerah

gan sebagaimana dimaksud
a. huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Walikota tentang Revisi Rencana
Py Kota Pekanbaru

Tahun 2012-2017;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran

Negara Tahun 1956 Nomor 19);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lambaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-
2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4749);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

'é‘;gni;ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor S5587), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun
2012, tanggal 25 Januari 2012 Pemberhentian Penjabat
Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan
Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Pekanbaru Tahun 2005 - 2025;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 19 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Oranisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan
Pemerintah Kota Pekanbaru;

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan



Susunan Oranisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-
Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

20. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Susunan Oranisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok
Lembaga Tekhnis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota
Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG REVISI

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 2012-2017

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru

Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Walikota adalah Walikota Pekanbaru.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017, yang
selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai
dengan tahun 2017.

Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2012-2017, yang
selanjutnya disebut Renstra SKPD, adalah Dokumen Perencanaan Satuan
Kerja untuk periode S (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan
tahun 2017.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk
mewujudkan visi dan misi.

Kebijaka{l a@alah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk
mencapat tujuan.



11.

12.

13.

(2)

(3)

(1)

(2)

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah yang
ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Pekanbaru.

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB I
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota
yang penyusunannya berpedoman kepada RPJPD dan memperhatikan RPJM
Nasional.

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD dan program
kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan
RPJMD hail revisi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan
Walikota ini.

Pasal 3

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja dengan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah maupun yang ditempuh dan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk
menyusun APBD setiap tahun.




BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal /3 November 2014

BARU, Zf

\_/ Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal /3 November 2014

SE. 'ARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO



